
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan di kecamatan Asparaga 

mengenai implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam 

Mengentaskan kemiskinan maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan 

diantaranya : 

1. Proses implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di 

Kecamatan Asparaga, yang meliputi : Musyawarah Antar Desa Sosialisasi 

(MAD Sos) , Musdes  Sosialisasi, Sosialisasi dan Penggalian Gagasan, 

Musyawarah Khusus Perempuan, Musdes Perencanaan,  MAD Prioritas 

Usulan , dan Penetapan Usulan, Musyawarah  Desa Informasi Hasil, 

“Pertanggungjawaban”. Keseluruhan tahapan yang ada telah dilakukan 

dengan baik, tidak lain agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kecamatan Asparaga berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.  

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan 

program PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi : faktor komunikasi dipandang 

sebagai faktor yang sangat menentukan dalam menyampaikan pesan-pesan 

dan informasi pembangunan kepada masyarakat, khusus pesan-pesan 

kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam kerangka permberdayaan 

masyarakat miskin di kecamatan Asparaga, berikut faktor  sumber daya juga 

terbukti sebagai faktor yang menentukan dalam pelaksanaan seluruh tahapan 

program PNPM Mandiri Perdesaan, baik sumber daya manusia, sumber 



daya sarana/prasarana, maupun sumber daya modal (finansial), selain itu 

partisipasi yang di tunjukan oleh masyarakat yang begitu besar, dalam hal 

pelaksanaan tahap awal sampai dengan tahap akhir pada kegiatan akhir dari 

PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu pula Faktor budaya masyarakat serta 

kondisi ekonomi dan lingkungan mempengaruhi proses implementasi 

kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Asparaga.  

3. Dampak yang di berikan oleh PNPM Mandiri Perdesaan sangatlah besar di 

rasakan oleh masyarakat waupun  sedikitnya ada beberapa masalah yang di 

timbulkan, namun masalah itu tidaklah menutupi apa yang telah diberikan 

oleh PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarkat seperti : bantuan modal 

atau dana bergulir bagi kelompok usaha perempuan ekonomi produktif 

masyarakat, program perbaikan rumah layak huni (Mahyani), hal ini dapat 

dilihat dengan kemandirrian masyarakat serta telah meningkatnya jumlah 

pendapatn masyarakat sehingga masyarakat tersebut tidak lagi masuk pada 

kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM). 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka demi perbaikan 

kedepan untuk pelaksanaan yang lebih baik penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut :  

1. Dari proses Implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan yang di awali 

dari proses Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sos) , Musdes  

Sosialisasi, Sosialisasi dan Penggalian Gagasan, Musyawarah Khusus 

Perempuan, Musdes Perencanaan,  MAD Prioritas Usulan , dan Penetapan 



Usulan, Musyawarah  Desa Informasi Hasil, “Pertanggungjawaban” 

kedepannya di harapkan dapat di laksanakan dengan lebih baik, dengan 

harapan agar program yang dihasilkan akan lebih bermutu dan berguna bagi 

masyarakat penerimanya.  

2. Dalam pelaksanaanya ada bebera faktor yang menentukan berjalannya proses 

implementasi kebijakan diantaranya Faktor Komunikasi, Faktor Ekonomi, 

Faktor Partisipasi Masyarakat faktor SDM, Faktor Budaya Masyarakat. 

Kedepanya di harapkan beberapa faktor ini harus lebih diperhatikan, agar 

kedepanya proses implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 

Asparaga dapat berjalan dengan baik.  

3. Melihat dampak yang signifikan mengenai implementasi kebijakan Program 

Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Asparaga terhadap kemiskinan di 

Kecamatan Asparaga, maka dibutuhkan komitmen dan konsistensi serta 

keseriusan dari para pelaku dan pemerintah untuk keberlanjutan program 

PNPM Manriir Pedesaan ini agar lebih memberikan yang lebih banyak lagi 

kepada masyarakat.  
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